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PENGANTAR 

Menilik Indonesia dalam kurun lima tahun terakhir, sama-sama kita saksikan pergulatan yang 
makin kompleks dalam berbagai ranah kehidupan. Demokratisasi dan keterbukaan kian menjadi 
semangat utama, tetapi praktik-praktik kekerasan sektarian maupun oligarki kekuasaan juga masih 
terjadi di berbagai wilayah negeri ini. Begitu juga pertumbuhan ekonomi yang tampaknya 
meyakinkan, namun tidak sedikit rakyat yang masih kesulitan mengakses kebutuhan dasar mereka. 
Tahun 2014 menjadi penanda penting dalam kompleksitas tersebut. Bukan saja karena tahun ini 
menandai perubahan kepemimpinan nasional, tetapi juga berbagai gagasan dan inisiatif yang 
mewarnai sepanjang proses menuju, saat, dan setelah pergulatan ini amat beragam dan patut 
menjadi sorotan tersendiri. Tidak terkecuali dalam konteks komunikasi, budaya, dan media secara 
khusus. 

Berangkat dari semangat tersebut, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam 
Indonesia menggelar Conference on Communication, Culture, and Media Studies (CCCMS) 2014.  
CCCMS 2014 mengundang berbagai gagasan dalam ranah kajian komunikasi, budaya, dan media 
untuk mendiskusikan situasi kekinian Indonesia yang berada dalam gelombang baru ini, Indonesia 
in new wave. Ada pun sasaran dari CCCMS 2014 adalah akademisi, peneliti, mahasiswa, aktivis, 
dan praktisi di bidang komunikasi, media, dan budaya 

Indonesia yang sedang dalam pergulatan antara polarisasi aspirasi dan sentralisasi sumber 
daya dalam bidang komunikasi, budaya, dan media berhadapan dengan berbagai inisiatif kreatif 
dalam semangat alternatif berbasis komunitas dan berskala global. Mendialogkan kompleksitas dan 
keragaman itulah yang menjadi semangat konferensi ini. 

Konferensi ini diselenggarakan dengan mekanisme call for papers yang cukup ketat, yang 
diawali dengan tahapan call for abstract Panitia CCCMS 2014 menerima 274 abstrak. Setelah 
melalui proses review, maka diputuskan ada 128 abstrak yang diterima. Para penulis yang 
abstraknya lolos review kemudian diminta mengirimkan makalah lengkap. Makalah lengkap inilah 
yang kemudian dipresentasikan dalam konferensi CCCMS 2014.  

Ada 12 tema yang diulas dalam tulisan para pemakalah, yakni: Komunikasi Politik dan 
Ekonomi Politik Media Massa; Kebijakan dan Etika Komunikasi; Komunikasi Pemberdayaan dan 
Volunterisme; Media Publik dan Media Komunitas; Opini dan Ruang Publik; Media Baru dan 
Budaya Digital; Budaya Populer dan Subkultur; Pemuda dan Media Kreatif; Media dan 
Representasi; Audiens Media; Sejarah Media dan Memori Kolektif; dan  Literasi Media. 

 

     Yogyakarta,  Desember, 2014 

 

R. Narayana 

Ketua Panitia 
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ABSTRACT 

 
Communicate and provide services information to the public is trustful law no 14 of 2008 .New media be 
a pleasant that can be used to offer a service information to the public. Communicate and provide services 
information to the public in a media has the complexity of the problems . And there are 4 opportunities 
and challenges to face public relations practitioner in communications and provide services information 
to the public, namely:  first , the role of public relations needed is not only just a technical  but the 
strategic role. Second , the use of new media information service as a medium public has a consequence 
on how offer a service that professional to the public. Third, media literacy skills needed for public 
relations practitioner. Fourth, organization supposed to respond to public participation express their 
aspiration through new media 

 
Keywords:  new media, organizational communication, public relations, opportunities, challenges 
 

Pendahuluan 
 
 Organisasi-organisasi baik swasta maupun pemerintah secara umum telah menggunakan media 
baru dalam kegiatan komunikasinya. Berkomunikasi dalam media baru memiliki perbedaan secara teknis 
dan strategis jika dibandingkan dengan media massa konvensional. Media baru secara teknis memiliki 
keunggulan, yaitu proses produksi dan distribusi pesan menjadi lebih cepat dan menjangkau secara 
global. Disamping itu, media baru juga memungkinkan komunikasi interaktif. Pengguna media baru 
dapat berperan sebagai pengirim pesan dan penerima pesan sekaligus. Media baru juga memiliki 
keunggulan strategis, yaitu memberikan hak penuh dalam proses produksi dan pertukaran pesan kepada 
pengguna. 
 Keunggulan teknis dan strategis media baru memiliki implikasi yang penting bagi organisasi. 
Komunikasi dan pertukaran pesan secara teknis menjadi lebih cepat penyampaiannya. Hal ini 
menimbulkan ekspektasi bagi pengguna media baru untuk mendapatkan informasi secara lebih cepat. 
Dalam konteks individu, persoalan komunikasi antar individu masih memiliki dimensi sederhana karena 
melibatkan kepentingan antar invidu saja. Interaktivitas antar individu dalam media baru menjadi lebih 
mudah. Namun dalam konteks organisasi, setiap komunikasi yang disampaikan ke publik memerlukan 
analisa dan terkadang menunggu pengambilan keputusan pimpinan. Hal ini tentu berakibat pada 
komunikasi organisasi ke publik memerlukan waktu. Interaktivitas organisasi dan publik tidak bisa 
dilaksanakan secepat interaktivitas individu dan individu. Oleh karena itu, pelayanan informasi dalam 
media baru tidak bisa dikatakan pasti cepat dan memuaskan bagi publik. 
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 Media baru memiliki manfaat strategis bagi organisasi yaitu organisasi memiliki hak untuk 
mengelola komunikasi dan pertukaran konten informasi dalam media baru. Dalam media baru, organisasi 
berkomunikasi dalam media yang dikelola sendiri  misalnya melalui media website, media sosial dengan 
akun organisasi, dan blog organisasi. Hal tersebut tentu berbeda ketika menggunakan media massa (old 
media) dimana media yang digunakan adalah milik orang lain atau dikelola pihak eksternal organisasi. 
Organisasi memiliki otoritas yang lebih besar untuk menggunakan media baru dibandingkan media massa 
konvensional. Namun otoritas yang dimiliki organisasi dalam menggunakan media baru memiliki kaitan 
dengan ritme sistem organisasi. Ritme organisasi yang lamban memiliki implikasi pada pengelolaan 
media baru, misalnya update informasi, dan pelayanan informasi kepada publik  yang cenderung lamban. 
 Komunikasi organisasi dalam media baru menyangkut pola penggunaan media baru. Pola 
penggunaan media baru berkaitan dengan bagaimana komunikasi dan pertukaran pesan dilakukan 
organisasi.  Pola penggunaan media baru tidak sekedar aktivitas teknis semata tetapi bersifat stratejik. 
Pola komunikasi yang dominan  bersifat searah mencerminkan pengggunaan media baru seperti media 
massa konvensional (old media). Pola penggunaan media baru yang tidak terjadwal dengan baik 
mencerminkan kinerja organisasi yang tidak profesional. Dalam konteks ini, komunikasi organisasi dalam 
media baru dapat menjadi salah satu indikator penting untuk melihat kinerja organisasi. Komunikasi 
organisasi dalam media baru secara teknis adalah mudah. Pengelola konten website dalam melakukan 
updating informasi secara cepat tanpa terkendala ruang dan waktu. Namun persoalan mendasar bukanlah 
pada ranah teknis. Komunikasi organisasi dalam media baru berada dalam sistem organisasi. Penggunaan 
media baru tidak bisa dipandang semata-mata aktivitas teknis semata tetapi kegiatan yang terkait sistem, 
kinerja organisasi dan bersifat stratejik. Oleh karena itu berkomunikasi dalam media baru memiliki 
peluang dan tantangan yang harus dijawab praktisi-praktisi public relations organisasi. 
  
 
Pembahasan  
 

 Tantangan berkomunikasi dalam media baru bukanlah  persoalan sederhana. Mengacu pada 
hasil penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2014) yang  mensurvei 48 responden praktisi Public 
Relations (PR) organisasi non profit, dan 18 praktisi  organisasi profit di Yogyakarta, diperoleh temuan 
bahwa penggunaan media baru di organisasi profit dan non-profit di Yogyakarta lebih didominasi 
penggunaan yang tidak terjadwal. Selain itu, penggunaan website organisasi, dan media sosial dengan 
akun organisasi menunjukkan bahwa komunikasi yang bersifat searah lebih dominan dibandingkan 
dengan komunikasi yang bersifat dua arah. 

Hal yang menimbulkan pertanyaan besar dari hasil penelitian tersebut  adalah mengapa 
organisasi cenderung menggunakan pola komunikasi searah dan tidak terjadwal dalam media baru? 
Komunikasi organisasi dalam media baru memiliki kompleksitas sesuai dengan tingkat keterlibatan 
publiknya. Organisasi yang memiliki keterkaitan dengan publik yang luas seperti pemerintah tentu 
memiliki kompleksitas yang berbeda dengan organisasi yang memiliki publik yang lebih terbatas 
misalnya perguruan tinggi, rumah sakit, atau perusahaan. Oleh karena itu organisasi perlu menyiapkan 
diri dalam menghadapi luapan pesan terutama dari respon publik. Luapan pesan yang tidak terkendali 
dapat berakibat pada ketimpangan antara pesan yang masuk dan kemampuan organisasi dalam merespon 
pesan dari publik.  

Media baru memiliki karakteristik yang berbeda dengan media massa konvensional. Dalam 
konteks media massa, dikenal konsep audience sebagai konsumen media. Dalam media baru, dikenal 
konsep penggguna (user) yang dapat berperan sebagai pihak yang aktif dalam produksi dan pertukaran 
pesan. Pengguna (user) media baru tidak hanya pasif seperti audience, namun ikut terlibat aktif dalam 
proses komunikasi. Dalam konteks ini, karakteristik pengguna media baru dapat diidentifikasi sebagai 
publik dalam ranah studi public relations. 

Publik sebagai mana dikemukakan Dewey (Hallahan, 2001 )adalah pihak yang mengerti adanya 
masalah, memiliki masalah yang sama, dan mengorganisasikan diri bertindak untuk mengatasi masalah 
tersebut. Menurut Hallahan (2001) terdapat 4 kriteria publik yaitu: pertama, publik aktif yaitu publik yang 
memiliki tingkat pengetahuan tinggi dan keterlibatan tinggi terkait masalah tertentu. Kedua, publik yand 
sadar (aware) yaitu publik yang memiliki pengetahuan tinggi tetapi memiliki keterlibatan yang rendah 
dalam masalah tertentu. Ketiga, publik aroused yaitu publik yang memiliki pengetahuan yang rendah 
tetapi memiliki keterlibatan yang tinggi. Keempat, publik yang tidak aktif yaitu publik yang memiliki 
pengetahuan rendah dan keterlibatan yang rendah. 
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Komunikasi organisasi dan publik dalam media baru dapat dipahami sebagai bentuk pelayanan 
organisasi terhadap publik. Dalam konteks ini, organisasi dapat mengukur sejauhmana organisasi 
memberikan pelayanan informasi terhadap publik berdasarkan kompleksitas publik yang menjadi 
tanggungjawabnya. Berdasarkan kompleksitas publik yang dihadapi, terdapat setidaknya 4 peluang 
sekaligus tantangan bagi organisasi untuk mengoptimalkan penggunaan media baru terutama untuk 
memfasilitasi  komunikasi organisasi dan publik: 
 
Peran Public Relations untuk Berkomunikasi dalam Media Baru 

Peran public relations selama ini dipahami dalam kerangka konsep Broom dan dozier (1986, 
2006) yaitu peran manajer dan peran teknisi. Peran manajer meliputi expert prescriber, problem solving 
process facilitator, and communication facilitator. Sedangkan peran teknisi yaitu teknisi komunikasi. 
Menurut Schneider (1985) terdapat kaitan antara peran public relations dan tipe organisasi. Pada tipe 
organisasi yang bersifat tradisional tidak memiliki kebutuhan yang signifikan terhadap public relations. 
Tipe organisasi yang berskala besar tapi bersifat mekanis tidak memiliki kompleksitas strukur yang rumit 
sehingga tidak memerlukan peran dan fungsi public relations yang kompleks. Sedangkan organisasi yang 
bersifat organik, meskipun memiliki skala yang kecil tetapi  memiliki kompleksitas struktur yang tinggi, 
lebih memerlukan peran dan fungsi public relations yang memadai.  Adapun tipe organisasi yang bersifat 
campuran antara mekanik dan organik memerlukan kebutuhan peran dan fungsi public relations yang 
profesional. Hal ini mengingat organisasi yang bersifat campuran organik dan mekanik memiliki 
krakteristik skala organisasi yang besar, mempekerjakan banyak pekerja, dan memiliki struktur organisasi 
yang kompleks. Peran dan fungsi public relations yang profesional diharapkan muncul dalam tipe 
organisasi yang bersifat campuran. 

Hal yang menimbulkan pertanyaan adalah apakah peran public relations dapat relevan ketika 
berada dalam media baru? Peran yang stratejik  memungkinkan penggunaan media baru secara stratejik. 
Oleh karena itu praktisi public relations yang memiliki peran stratejik memiliki potensi untuk 
menggunakan media baru secara stratejik. Sedangkan praktisi PR yang memiliki peran teknis saja, lebih 
terbatas pada penggunaan media baru yang bersifat teknis misalnya memperbaharui informasi. 
Bagaimana peran stratejik dan peran teknisi public relations dapat diaplikasikan dalam media baru? 

Peran praktisi dalam media sosial  menurut Lee (2013) dibedakan sebagai berikut:  Pertama, 
Peran social media for one-way message dissemination memiliki  makna yaitu praktisi yang berperan 
menyebarkan pesan secara searah. Peran ini meskipun dalam konteks media baru masih memiliki 
relevansi dengan model searah press agentry atau model publisitas.  Peran kedua yaitu  social media for 
non-Aligned Purposes. Peran dalam hal ini memiliki makna yaitu ketika praktik media sosial dan tujuan 
tidak terhubung maka organisasi akan hadir  dalam media sosial. Peran ketiga yaitu dialogic social media 
yaitu penggunaan media sosial untuk memfasilitasi percakapan yang terbuka antara organisasi dan publik 
sebagaimana antar publik.  Peran keempat utilization social media for organizational change, yaitu peran 
praktisi media sosial untuk perubahan organisasi dalam upaya untuk menginformasikan pembuatan 
keputusan yang stratejik. 

Praktisi public relations dapat menjalankan peran dalam media baru dengan dua strategi. Strategi 
pertama, yaitu strategi komunikasi searah dengan menggunakan model press agentry dan public 
informations. Menurut Lordan (Kelleher, 2007) terdapat 3 jenis aktivitas public relations  yang terkait 
dengan pendekatan searah (oneway), yaitu pengumpulan informasi (information gathering), pengemasan 
informasi (information packaging), dan penyebaran informasi (information dissemination).  Berdasarkan 
3 aktivitas tersebut maka praktisi yang menjalankan pola komunikasisearah dapat diidentifikasi dalam 4 
kategori praktisi. Betteke Van Ruler (Kelleher, 2007)  menyebutkan terdapat 4 tipologi  praktisi yang  
berkomunikasi dengan pola searah, yaitu:  the town crier, the steward, the traffic manager, dan the 
conductor. The town crier merupakan praktisi yang bertugas membuat pengumuman mengenai kebijakan 
organisasi kepada orang-orang terbatas. Melalui list dalam komputer, the town crier dapat menjangkau 
individu atau kelompok yang menjadi target. The steward  adalah praktisi memberikan respon yang 
menyenangkan pihak lain. Dalam konteks ini, praktisi berusaha memberikan respon yang 
memperlihatkan organisasi seperti membuka diri terhadap pihak lain dan bersosialisasi dalam pergaulan 
lingkungan. Traffict manager merupakan praktisi public relations yang memiliki tugas untuk 
mendistribusikan informasi dengan target dan waktu yang ditentukan. Aktivitas traffict manager bersifat 
searah dengan memfokuskan pada penempatan informasi. Penempatan informasi dilakukan dengan 
mempertimbangkan pesan, waktu, dan audience yang sesuai. Praktisi dengan model the conductor 
memiliki tugas untuk mengharmonisasikan kinerja organisasi. Tugas the conductor adalah memandu 
informasi yang diunggah di media online konsisten dengan materi informasi yang disampaikan melalui 
saluran lain. 
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Strategi kedua yaitu komunikasi dua arah. Dalam model dua arah, Van Ruler (Kelleher, 2007) 
memberikan tipologi bagi praktisi public relations yaitu the creator dan the fasilitator. The creator adalah 
praktisi yang bertugas membuat kesepakatan antara organisasi dan konstituennya. The creator juga 
bertugas membangun hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Sedangkan the facilitator 
merupakan praktisi public relations yang memandu dialog. Dialog disini memiliki makna yang luas 
dimana terjadi pertukaran makna. 

Peran public relations sebagai praktisi yang menjalankan komunikasi organisasi dalam media 
baru memiliki pilihan pada dua level yaitu akan menjalankan peran teknisi saja atau juga peran stratejik. 
Idealnya praktisi public relations memiliki peran teknis dan stratejik. Hal inilah yang menjadi tantangan 
bagi organisasi, apakah telah siap menggunakan media baru secara lebih stratejik untuk pengembangan 
organisasi? 
 
Media Baru sebagai Media Pelayanan Informasi Publik 

Menurut Undang-Undang no 14 tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik, pada pasal 
9, 10, dan 11 organisasi publik wajib memberikan pelayanan informasi publik baik yang bersifat berkala, 
serta-merta, maupun informasi terkini. Dalam konteks ini, media baru dapat menjadi pilihan yang 
strategis untuk memberikan pelayanan informasi kepada publik. Web site resmi organisasi merupakan 
contoh yang sesuai untuk menjadi media pelayanan informasi publik. Informasi yang bersifat berkala 
yang dapat disampaikan kepada publik sesuai yaitu informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; 
informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; informasi mengenai laporan keuangan; 
dan/atau informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
 Website organisasi juga dapat digunakan untuk  menyampaikan informasi yang bersifat serta 
merta misalnya informasi yang mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Website 
organisasi juga dapat digunakan untuk menyampaikan informasi terkini organisasi yaitu; menyangkut 
daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang 
dikecualikan; hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; seluruh kebijakan yang ada berikut 
dokumen pendukungnya; rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan 
Badan Publik; perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; informasi dan kebijakan yang disampaikan 
Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; prosedur kerja pegawai Badan Publik yang 
berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik.  
 Dalam konteks memberikan pelayanan informasi kepada publik, organisasi dapat menerapkan 
dua strategi, yaitu komunikasi searah dan komunikasi dua arah. Komunikasi searah sebagai strategi 
pelayanan informasi dapat dipandang sebagai upaya pelayanan informasi dalam sudut pandang 
kepentingan organisasi. Hal ini mengingat upaya pelayanan informasi yang diberikan ke publik sebagai 
kewajiban minimal yaitu menjalankan undang-undang dan peraturan perundangan. Apabila kewajiban 
konstitusi telah dilakukan maka sudah selesai tugas pelayanan informasi. Namun hal penting yang perlu 
dibahas juga yaitu organisasi harus memberikan informasi yang merupakan permintaan publik. UU no 14 
tahun 2008 pasal 4 juga mengatur bahwa orang berhak mendapatkan informasi. Dalam konteks ini, 
organisasi perlu menggunakan strategi yang ke-dua yaitu komunikasi dua arah. 

Komunikasi dua arah dalam media baru memberikan peluang kepada warga negara untuk 
mendapatkan pelayanan informasi sesuai kebutuhannya. Media baru yang digunakan untuk membuka 
komunikasi dua arah secara umum yaitu website resmi organisasi dan e-mail. Pada perkembangannya 
sms, dan media sosial mulai digunakan meskipun masih terbatas. Penggunaan media baru merupakan 
pilihan yang memudahkan warga negara untuk menyampaikan saran, keluhan, pertanyaan, maupun 
penyampaian informasi. Persoalan yang muncul akibat dibukanya komunikasi dua arah dalam media 
baru, yaitu luapan pesan dari warga masyarakat yang belum tentu seimbang dengan kemampuan 
organisasi publik untuk memberikan jawaban secara cepat.  Oleh karena itu diperlukan perbaikan kinerja 
organisasi untuk menjawab luapan pesan dari masyarakat yang menginginkan informasi. Berdasarkan 
penelitian Anwar (2014), komunikasi dua arah sudah difasilitasi oleh sejumlah organisasi profit dan non 
profit, namun komunikasi dua arah tersebut masih dominan yang tidak terjadwal. Hal ini menunjukkan 
bahwa organisasi-organisasi mengalami kesulitan terutama dalam merespon luapan pesan dari masyrakat 
yang disampikan lewat website, email, dan media sosial. 

Jika komunikasi dua arah dibuka, organisasi yang memiliki otoritas yang luas dan menjangkau 
banyak sektor memiliki potensi permasalahan yang lebih besar. Hal ini mengingat publik yang terkait 
didalamnya memiliki kompleksitas yang besar. Oleh karena itu organisasi seperti pemerintah, baik 
pemerintah pusat dan daerah memiliki tantangan untuk menyelesaikan persoalan luapan pesan dari 
publik. Hal positif dari dibukanya komunikasi dua arah, akan teridentifikasi persoalan-persoalan yang 
menjadi aspirasi publik. Misalnya situs unit pelayanan informasi dan keluhan (UPIK) Pemkot Yogyakarta 
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selama Bulan Januari sampai dengan  akhir November 2014 telah menerima SMS yang terdiri dari 516 
keluhan, 2287 pertanyaaan, 1061 informasi, dan 577 saran. Sedangkan aspirasi melalui Web terdiri dari 
34 keluhan, 33 pertanyaan, 9 informasi, dan  20 saran. Sedangkan melalaui e-mail telah diterima 3 
keluhan,4 pertanyaan, dan 1 informasi. Melalui identifikasi permasalahan tersebut, organisasi dapat 
melakukan skala prioritas bagi pemecahan masalah. Namun hal yang tidak bisa dihindari adalah 
pengambilan kebijakan mengenai skala prioritas yang diambil organisasi terkadang tidak sesuai dengan 
mayoritas aspirasi publik. Hal ini mengurangi indeks kepuasan publik terhadap organisasi. Hal ini 
menandakan komunikasi dua arah tidak sepenuhnya bisa simetris bagi kepentingan organisasi maupun 
kepentingan publik. 

Bagi organisasi yang memiliki publik yang relatif terbatas seperti perguruan tinggi, komunikasi 
dua arah antara organisasi dan publik relatif tidak mengalami banyak kompleksitas. Hal ini dikarenakan 
perguruan tinggi secara umum telah memiliki kemampuan untuk mengendalikan informasi, misalnya 
dalam urusan administrasi akademik dengan mahasiswa. Media baru seperti website perguruan tinggi 
memudahkan urusan administrasi akademik. Namun karena perbedaan posisi, komunikasi antara 
perguruan tinggi dan mahasiswa relatif belum bisa simetris. Perguruan tinggi dengan otoritas 
akademiknya dapat dipandang menjalankan komunikasi dua arah yang relatif asimetris, dimana 
kewenangan lebih berada pada organisasi perguruan tinggi. 

Organisasi memiliki beberapa pilihan media baru untuk berkomunikasi, diantaranya  web site 
resmi organisasi dan media sosial dengan akun organisasi. Website organisasi dipandang lebih formal 
karena menggunakan bahasa formal. Sedangkan media sosial cenderung bersifat non formal. Kelebihan 
website dibanding media sosial yaitu pengelolaan website dapat mengatur menu-menu sesuai dengan 
kebutuhan. Hal ini berbeda dengan media sosial dimana menu-menu sudah diatur oleh perusahaan 
operator. Selain itu, media sosial memiliki timeline yang cepat, sehingga pertukaran pesan dalam media 
sosial yang cepat dapat mengakibatkan terjadinya “banjir sampah informasi”. Untuk itu, website 
organisasi lebih direkomendasikan untuk pelayanan informasi publik secara formal. Sedangkan media 
sosial digunakan sebagai media pendukung. Kelebihan media sosial adalah popularitas dimata pengguna. 
Sehingga jika dibandingkan dengan website organisasi, media sosial menjadi lebih efektif untuk 
menjangkau banyak pengguna. Namun keterbatasan space dalam media sosial tidak dapat memberikan 
informasi yang lengkap. Oleh karena itu penggunaan media website dan media sosial secara bersama-
sama dapat untuk saling melengkapi. 

Untuk dapat menjalankan dialog dalam media baru seperti dalam web organisasi, Kent dan 
Taylor (1998) memberikan 5 prinsip yang dapat diaplikasikan praktisi public relations, yaitu dialogic 
loop, usefulness of informations, the generation of return of visits,  ease of interface, the rule of 
conversation  of visitors. Dalam prinsip dialogic loop organisasi harus menyiapkan praktisi yang mampu 
merespon dengan cepat pesan-pesan yang masuk ke web site organisasi. Website organisasi secara umum 
telah dilengkapi fasilitas e-mail untuk kepentingan korespondensi antara organisasi dan publik. 
Organisasi harus dapat merespon dengan cepat terhadap yang disampaikan publik. Respon terhadap 
perhatian, pertanyaan, dan permintaan publik harus dapat dilakukan dengan lengkap. Penumpukan pesan-
pesan dapat menimbulkan kondisi dimana masalah-masalah yang menumpuk lebih banyak daripada 
pemecahannya.  

Dalam prinsip usefulness of informations, website dikunjungi  karena nilai yang dianggap 
penting oleh pengunjung. Informasi yang disampaikan organisasi pada level teknis akan masuk pada 
indeks mesin pencari. Jika informasi tersebut masuk kategori dalam indeks yang tidak diharapkan oleh 
pengunjung, maka indeks informasi tersebut akan ditinggalkan. Dalam prinsip kedua ini ditekankan 
bahwa pemberian informasi tidak hanya berdasarkan kepentingan organsisasi tetapi juga untuk 
kepentingan publik. Dalam prinsip the generation of return of visits, web site harus tampil dengan fitur-
fitur yang menarik pengunjung. Fitur-fitur tersebut dapat berupa informasi yang diperbaharui, ruang 
untuk menyampaikan permasalahan dan penyampaian jawaban, ruang dialog, komentar terbaru dan 
sejenisnya. Updating informasi merupakan upaya terbaik untuk menciptakan hubungan yang bersifat 
dialogis.  

Dalam prinsip ease of interface, harus ada kemudahan bagi pengunjung web organisasi untuk 
mengakses. Desain web yang sesuai adalah yang memiliki tampilan teks jelas, materi gambar yang tidak 
dominan sehingga menyulitkan akses data. Selain itu, web site juga di desain  untuk memudahkan 
koneksi tanpa menguras memori komputer pengunjung.  Dalam prinsip the rule of conversation  of 
visitors, web site organisasi didesain untuk memudahkan pengunjung untuk menggunakan link dengan 
benar. Pengunjung dikondisikan untuk  betah berada dalam web site. Penempatan link iklan atau sponsor 
pada bagian yang utama web site, menyebabkan pengunjung web site meninggalkan website. Hal tersebut 
menyebabkan kesempatan dialog dengan pengunjung menjadi hilang.   
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Kecakapan Bermedia untuk Praktisi Public Relations 

Literasi media untuk praktisi public relations tidak hanya diterjemahkan pada level melek media, 
namun sampai level memiliki kecakapan bermedia. Literasi media tidak hanya terbatas pada media lama 
seperti media cetak, radio, dan televisi tetapi juga media baru seperi website, blog, dan media sosial. Oleh 
karena itu menjadi tantangan bagi praktisi public relations untuk mengembangkan diri untuk memperoleh 
kecakapan bermedia. Pertukaran pesan dalam media baru sangat cepat sehingga memiliki konsekuensi 
pada bagaimana organisasi memberikan pelayanan informasi dengan profesional. Dalam konteks ini, 
kecakapan bermedia memiliki kaitan dengan upaya menjaga interaktivitas antara organisasi dan publik. 
Menurut Sundar (Kelleher, 2007), interaktivitas dapat dijelaskan dalam 2 kategori, yaitu functional 
interactivity dan contingency interactivity. Functional interactivity menekankan adanya fitur-fitur dalam 
media yang terhubung dengan e-mail, diskusi forum, dan media sosial. Interaktivitas fungsional ditujukan 
agar pengguna dapat berdialog dengan pengguna yang lain. Contingency interactivity merupakan proses 
yang melibatkan pengguna, media, dan pesan dimana peran komunikasi dipertukarkan secara penuh 
dalam interaktivitas tersebut. Proses komunikasi sangat bergantung pada pesan yang disampaikan 
sebelumnya. Dalam interaktivitas yang bersifat contingency, pengguna dapat bertindak sebagai sumber 
sekaligus penerima pesan. 

Kecakapan bermedia menjadi faktor penting mengingat setiap komunikasi di media baru 
memiliki konsekuensi. Misalnya pelayanan informasi yang tidak sesuai keinginan publik dapat 
mengurangi tingkat kepuasan publik.  Selain itu, terdapat konsekuensi hukum jika konten informasi 
menggunakan kaidah-kaidah yang melanggar Undang-Undang ITE. Faktor sumber daya manusia secara 
umum masih dihadapi misalnya Kabupaten Sleman, Kab Kulon Progo, Kab Magelang sebagaimana 
diberitakan Tribun Yogya, (7/11/2014). Persoalan pengembangan sumber daya manusia untuk mengisi 
posisi praktisi media baru menjadi persoalan yang belum terpecahkan. 
 
Merespon Partisipasi Publik dalam Media Baru 
 Partisipasi publik dalam media baru di Indonesia dapat dilihat pada data pengguna internet. 
Menurut data situs www.internetworldstats.com per 31 desember 2013, pengguna internet indonesia telah 
berjumlah 55 juta orang pengguna, dimana 51 juta diantaranya pengguna situs media sosial facebook. 
Menurut lembaga riset pasar e-Marketer sebagaimana dikutip Kompas (24/11/2014),  pengguna internet 
di indonesia mencapai 83,7 juta orang pada 2014. Melihat besarnya pengguna internet di Indonesia, maka 
keberadaan media baru menjadi penting bagi organisasi dan publik. Komunikasi organisasi dan publik 
dalam media baru tidak lagi menjadi persoalan sekunder tetapi telah menjadi persoalan utama bagi 
organisasi. Untuk merespon partisipasi publik dalam media baru, hal-hal yang perlu dikembangkan dalam 
organisasi yaitu, pertama, organisasi perlu memberikan kebijakan yang mendukung keterbukaan 
informasi publik. Hal ini penting untuk menjadikan media baru menjadi media pelayanan informasi 
publik yang memiliki kontribusi penting bagi kehidupan masyarakat. Kedua, penyerapan aspirasi publik 
melalui media baru menjadi bagian dari pengambilan kebijakan organisasi. Ketiga, kinerja organisasi 
perlu ditingkatkan untuk merespon luapan informasi yang juga merupakan aspirasi publik. Keempat, 
standar prosedur untuk pelayanan informasi publik lebih disederhanakan untuk memudahkan publik 
memperoleh hak informasi. 
 
 
Kesimpulan 
 
 Berkomunikasi dan memberikan pelayanan informasi kepada publik merupakan amanat 
Undang-undang No 14 Tahun 2008. Media baru seperti website organisasi dan media sosial merupakan 
media yang penting yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan informasi kepada publik. 
Penggunaan media baru memiliki konsekuensi adanya tuntutan kualitas pelayanan informasi bagi publik. 
Kecanggihan media baru yang mengatasi kendala ruang dan waktu harus diikuti oleh kemampuan 
organisasi untuk memberikan pelayanan yang profesional kepada publik. Tanpa adanya kebijakan 
organisasi dan kinerja pelayanan yang mendukung keterbukaan informasi publik, media baru hanya 
menjadi pelengkap tetapi tidak memberikan kontribusi yang siginifikan bagi palayanan informasi publik. 
 Peran public relations dalam berkomunikasi dan memberikan pelayanan informasi kepada publik 
memiliki tantangan yang harus dipecahkan. Terdapat peluang-peluang yang dapat digunakan praktisi 
public relations untuk memberikan pelayanan informasi secara lebih baik. Melalui penggunaan peran-
peran stratejik, public relations dapat mengidentifikasi persoalan-persoalan yang disampaikan publik 
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melalui media baru.  Public relations hadir tidak sekedar menyebarkan informasi, tetapi lebih dari itu 
harus menjadi fasilitator penyerapan aspirasi publik dalam setiap pengambilan keputusan-keputusan 
penting organisasi.  Oleh karena itu, posisi public relations menjadi penting bagi organisasi dan juga 
publik. Hal yang menjadi prasarat disini adalah kebijakan organisasi telah memiliki keberpihakan yang 
sesuai dengan aspirasi publik. 
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